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P] Bupatl Segera deaklan]utl Temuan BPK

LANDAK, TRIBUN - Pj Bu-
pati Landak Samuel sebut
Pengelolaan Aset dan Kesa-
lahan Penganggaran selalu
menjadi temuan BPK, setiap
tahunnya baik dalam penyu-
sunan Laporan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Da-
erah maupun penyusunan
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Kabupaten Landak Ta-
hun Anggaran 2022.

Hal itu disampaikan Sa-
muel saat menghadiri Rapat
Paripurna ke-12 Masa .Si-
dang III Tahun 2023 dalam
rangka Penyampaian Pidato
Pengantar Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD Kabupaten
Landak TA 2022 di Ruang
Sidang Utama Kantor DPRD
Landak, Senin (5/6/23).

Dikatakan Samuel, laporan
keuangan Pemerintah Kabu-
paten Landak sudah disusun
dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah No-
mor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerin-
tahan dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indo-
nesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Peme-
rintah Daerah.

Laporan keuangan terse-

_but juga sudah diaudit oleh

BPK RI dan berdasarkan Su-
rat Kepala Perwakilan BPK-
RI Provinsi Kalimantan Ba-
rat Nomor: 23.A/LHP/XIX,
PNK/5/ 2023, tertanggal 9
Mei 2023, perihal Hasil Pe-
meriksaan atas Laporan Ke-
uangan Pemerintah Kabupa-
ten Landak Tahun Anggaran
2022.

Menyatakan bahwa opini

atas Laporan Keuangan Pe-.

merintah Kabupaten Landak
TA 2022 adalah Wajar Tanpa
Penigecualian (WTP) ke -10
secara berturut-turut sejak
Tahun 2013. .

“Dengan meraih opini WTP
ini, bukan berarti Laporan
Keuangan yang telah kita
sajikan tanpa kekurang-

. an dan kelemahan. Namun

sebaliknya masih terdapat
beberapa catatan yang ha-
rus dltmdaklanjutl, ujar
Samuel..

Seperti Pengelolaan Aset
dan Kesalahan Penganggar-
an yang selalu menjadi te-

PARIPURNA -

muan BPK setiap tahunnya.
Untuk temuan itu, Samuel
menuturkan pihaknya akan
segera menindaklanjutinya
BPK dengan catatan-catat-
an, akun-akun, dan ke-
lengkapan data-data seba-
gaimana yang diminta oleh
BPK paling lambat 60 hari
setelah laporan keuangan

IST/DISKOMINFO
Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang Il Tahun
2023 dalam rangka Penyampaian Pidato Pengantar Raperda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Landak TA 2022 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Landak,
Senin (5/6/23).

disampaikan oleh BPK.

Samuel juga meminta agar
Laporan Pertanggungjawab-
an ini dapat segera dibahas
dan selanjutnya disetujui
dan ditetapkan menjadi Per-
aturan Daerah Kabupaten
Landak sesuai dengan ta-
hapan dan mekanisme yang
berlaku. (lan)
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